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Salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem E-government (Online)akan memberikan prosedur pelayanan yang baku kepada masyarakat. Hingga pada akhirnya masyarakat jugalah yang mendapatkan manfaatnya, yaitu pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan biaya yang dibutuhkan juga lebih murah. Melalui penerapan sistem E-Government dalam Public Services diharapkan adalah tercapainya peningkatan Good Governance. Good governance adalah penyelenggaraan negara yang baik,yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Terciptanya Good Governance dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sistem E-government dalam public di SAMSAT Kabupaten Grobogan. (2) Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam penerapan sistem E-government dalam public service di SAMSAT Kabupaten Grobogan. (3) Untuk mengetahui urgensi penerapan sistem E-government dalam public services sebagai upaya peningkatan good governance di SAMSAT Kabupaten Grobogan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Bersama SAMSAT kabupaten Grobogan. Sumber data penelitian melalui: 1) Informan. 2) Responden. 3) Dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Observasi 3) Dokumentasi. Data selanjutnya di seleksi dan di analisis melalui 1) Pengumpulkan data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data.

Penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Penerapan sistem E-government dalam public services di Kantor Bersama SAMSAT adalah terkait dengan pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja telah dilakukan secara elektronis menggunakan sarana dan prasarana  berbasis komputer. Setiap wajib pajak dapat membayar STNKnya terkait pembayaran PKB/BBNKB serta SWDKLLJ di mana saja ia berada selama masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. (2) Hambatan yang dialami dalam penerapan sistem E-Government adalah 1) Kurangnya jumlah PNS yang ditugaskan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Grobogan. 2) Infrastruktur gedung Kantor Bersama SAMSAT yang kurang memadai bila jumlah wajib pajak yang datang sangat banyak jumlahnya, serta kondisi jalan yang tidak baik yang menghubungkan Kota Purwodadi dengan daerah-daerah sekitarnya. (3) Urgensi penerapan sistem E-Government adalah untuk mengupayakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Dengan diterapkannya sistem online, pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktik KKN dapat terwujud, indikator dari pemerintahan yang baik tersebut adalah kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Dengan diterapkannya sistem Online ini masyarakat akan mendapatkan prosedur pelayanan yang baku oleh PNS yang memberi pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, penyerahan, pembayaran sampai dengan pencetakan. Para wajib pajak bisa melakukan pembayaran tanpa harus dipersulit dengan alasan domisili dan lain sebagainya. (2) Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem E-Government dalam public services di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Grobogan meliputi hambatan internal yaitu jumlah pegawai yang bertugas. Serta hambatan eksternalnya meliputi infrastuktur gedung dan jalan raya. (3) Urgensi penerapan sistem E-Government dalam public services sebagai upaya peningkatan good governance di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Grobogan adalah untuk lebih memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagai wajib pajak merasakan manfaat yang lebih baik, yaitu pelayanan yang lebih mudah, murah, dan lebih cepat. Bagi pemerintah, indikator good governance dapat diukur dengan indikator,yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.


































































































































































































































































































































































































































































































































